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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG  

Setiap manusia melakukan suatu usaha seperti berdagang, bercocok 

tanam baik perorangan atau berkelompok bekerjasama satu sama lain untuk 

memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, hubungan antara sesama 

manusia khususnya di bidang lapangan biasanya diwujudkan dalam bentuk 

perjanjian (akad). Dalam hukum islam kesepakatan dapat dikategorikan 

akad didasarkan pada keridaan dan kesesuaian dengan syariat islam. Hukum 

islam merupakan kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah dan 

sunah Rasul yang diyakini dan mengikat semua pemeluk agama islam. 

Hukum islam merupakan istilah hukum yang khas di Indonesia sebagai 

terjemahan dari al-fikih al-islam atau konteks tertentu dari al-syariah al-

islamy. Dalam ahli hukum barat istilah ini disebut sebagai Islamic law. 

Hukum islam secara formal telah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif 

yang berarti aturan yang mengikat dalam suatu negara.2 

Salah satu ruang lingkup hukum islam adalah muamalah yang 

merupakan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia 

lain dalam hal tukar menukar harta, diantaranya dagang, sewa-menyewa, 

kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, 

 
2 Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 26 
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warisan, dan wasiat.3 Islam mengajarkan bahwa muamalah harus dilakukan 

secara benar sesuai dengan syariat islam, sebab hidup didunia tidaklah 

sendirian maka banyak penjelasan-penjelasan dalam Al-Qur’an dan hadis 

tentang hubungan sesama manusia dari mendapatkan suatu usaha, 

mengelola, sampai mengakhirinya harus sesuai dengan apa yang diajarkan 

oleh syariat islam. Selain itu muamalah dalam islam bertujuan untuk 

menciptakan kemaslahatan baik itu secara individual maupun secara 

bersama.4 

Secara khusus fikih muamalah mengatur berbagai akad yang 

membolehkan manusia saling tukar menukar manfaat dan saling memiliki 

harta benda sesuai dengan ajaran syariat islam.5 Dalam hukum islam 

memberikan pengaturan yang komprehensif. Hukum yang diatur dalam 

islam menyangkut hukum publik dan hukum privat diantaranya seperti 

hukum pidana islam, hukum tata negara islam, hukum perkawinan islam, 

hukum kewarisan islam, dan hukum perjanjian islam (akad).6 Salah satu 

bentuk usaha yang dilakukan dalam berkelompok adalah kerja sama bagi 

hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak. Konsep bagi 

hasil dalam ekonomi islam dimaksudkan agar menjalin kebersamaan atau 

kemitraan dalam menanggung risiko usaha dan menikmati hasil usaha 

 
3 Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, hlm. 31-32 
4 Imam Mustafa, Fikih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Perss, 2016), hlm. 9 
5 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fikih Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2019), Cet. Ke-1, hal. 2 
6 Ibid, hlm. 17 
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anatar pemilik modal dan pengelola modal.7 Dengan adanya bagi hasil 

diharapkaan bisa tercipta suatu tatanan ekonomi yang merata. 

Salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi islam adalah 

mudarabah. Akad mudarabah merupakan akad kerja sama usaha yang 

dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu 

pihak dan keahlian usaha dari pihak lain.8 Bentuk kerjasama bagi hasil 

dalam akad mudarabah dilandasi oleh rasa saling tolong menolong antar 

manusia yang terikat oleh akad mudarabah. Roda perekonomian setiap 

orang berbeda-beda, mereka mempunyai sesuatu yang khusus pada diri 

mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup baik berupa harta maupun 

keahlian. Ada yang mempunyai harta atau modal namun tidak mempunyai 

keahlian dalam mengelola, begitu juga sebaliknya ada yang punya keahlian 

namun tidak punya modal untuk berusaha. Oleh sebab itu mereka saling 

bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu memenuhi kebutuhan 

hidup mereka. 

Sistem hukum ekonomi islam dalam literatur fikih termasuk 

pembahasan fikih muamalah. Muamalah merupakan ketentuan-ketentuan 

atau hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan 

duniawi seperti mengatur masalah ekonomi salah satunya.9 Sehingga dalam 

 
7 Umrotul Khasanah, Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam, Jurnal Syariah Dan Hukum, 

Volume 1 Nomor 2 Januari 2010, hlm. 129 dalam http://ejournal.uin-

malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/332 diakses pada 15 Mei 2022 
8 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Akad Syirkah Dan Mudarabah, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2017), hlm. 159 
9 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 

hlm.4 

http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/332
http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/332
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kegiatan bermuamalah terutama pada kerjasama bagi hasil yang melibatkan 

beberapa orang harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah 

khususnya prinsip akad mudarabah yang digariskan dalam ajaran islam agar 

terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti perjudian (maysir), 

ketidakjelasan (garar), suap menyuap (ryswah), bunga (riba), dan bathil.10 

Namun praktiknya banyak masyarakat yang kurang memahami ketentuan-

ketentuan yang mengatur mengenai sistem kerjasama bagi hasil.  

Praktik kerjasama bagi hasil merupakan suatu kegiatan muamalah 

yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat desa Soso kecamatan 

Gandusari kabupaten Blitar yang mayoritas berprofesi sebagai petani jenitri. 

Petani jenitri merupakan mata pencaharian dengan menanam pohon-pohon 

jenitri yang diambil bijinya sebagai bahan dasar pembuatan asesoris atau 

alat untuk sarana beribadah dalam agama islam berupa tasbih. Jenitri sangat 

popular di desa Soso karena nilai jual bijinya yang terbilang lumayan mahal, 

tergantung pada jenis motif biji yang dihasilkan. Dalam berbisnis jenitri ini 

petani membutuhkan jasa seseorang untuk mengolah biji-biji yang sudah 

dipanen, karena biji tidak dapat langsung dijual harus diproses melalui 

beberapa tahapan untuk bisa diperjual belikan. 

Pada saat waktu panen tiba, para petani akan membutuhkan jasa 

pengelolaan biji. Dengan demikian terjadilah perjanjian kerjasama antara 

petani jenitri dengan pengelola. Perjanjian tersebut ditandai dengan 

 
10 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan 

Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 3   
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kesepakatan kedua belah belah pihak yaitu petani jenitri memberikan biji-

biji jenitri setelah panen kepada pengelola salah satunya CV. Brawijaya 

Agung. Kemudian CV. Brawijaya Agung mengolah biji-biji tersebut dan 

menjualnya kepada pembeli jenitri. Seluruh modal operasional yang 

diperlukan dalam perawatan, panen sampai pengelolaan ditanggung oleh 

petani jenitri selaku pemilik modal. Sedangkan CV. Brawijaya Agung 

bertindak selaku pengelola modal dan mengurus penjualan biji jenitri. 

Dengan adanya kerjasama bisnis jenitri menjadikan tumpuan hidup 

masyarakat terpenuhi khususnya para pihak yang terikat kerjasama. 

Dalam akad muamalah segala bentuk hubungan kemitraan 

kerjasama seperti mudarabah ataupun musyarakah dipastikan terdapat 

risiko. Dalam akad mudarabah misalnya, masing-masing pihak tetap 

memikul beban risiko, shohibul mal atau pemilik modal akan memikul 

risiko kehilangan modalnya, sedangkan mudarib pihak yang mengelola 

modal akan memikul risiko kehilangan tenaga, pikiran, dan waktunya 

selama pengelolaan modal.11 Adapun keuntungan dalam akad mudarabah 

dibagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak.12  

Porsi keuntungan dalam kerjasama bagi hasil antara petani jenitri 

dengan CV. Brawijaya Agung dibagi dengan besaran presentase yang telah 

disepakati oleh para pihak diawal perjanjian. Seiring berjalannya waktu 

akad kerjasama tersebut berubah, yang awalnya seluruh modal 100% 

 
11 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 135 
12 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 135 
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ditanggung oleh petani selaku pemilik modal berubah menjadi tanggungaan 

bersama. Hal tersebut karena petani mengalami pembengkakan operasional 

panen dan tidak ada modal untuk menangani permasalahan tersebut, 

sehingga CV. Brawijaya Agung ikut serta mengeluarkan modal untuk 

menutupi pembengkakan operasional panen. Bagi CV. Brawijaya Agung 

selaku pengelola akan lebih dirugikan karena perjanjian berubah tidak 

sesuai dengan kesepakatan diawal dimana seluruh modal ditanggung oleh 

petani jenitri. Dengan berubahnya akad otomatis akan mempengaruhi porsi 

keuntungan yang telah disepakati diawal perjanjian. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti 

lebih dalam mengenai sistem bagi hasil antara petani biji jenitri dengan CV. 

Brawijaya Agung dalam sebuah skripsi dengan judul ”Sistem Bagi Hasil 

Pada Perjanjian Kerjasama Antara Petani Biji Jenitri Dengan CV. Brawijaya 

Agung (Studi Kasus Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)”  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkaan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, terdapat 

beberapa pokok permasalahan diantaranya: 

1. Bagaimana praktik kerjasama yang dilakukan antara petani biji jenitri 

dengan CV. Brawijaya Agung desa Soso kabupaten Blitar?  

2. Bagaimana pembagian keuntungan dan risiko kerugian dalam 

kerjasama yang disepakati oleh petani biji jenitri dengan CV. Brawijaya 

Agung desa Soso kabupaten Blitar? 
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3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perubahan akad dalam 

perjanjian kerjasama antara petani biji jenitri dengan CV. Brawijaya 

Agung desa Soso kabupaten Blitar? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan suatu rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan dalam 

penelitian ini diantaranya: 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama yang dilakukan antara 

petani biji jenitri dengan CV. Brawijaya Agung desa Soso kabupaten 

Blitar.  

2. Untuk mengetahui bagaimana pembagian keuntungan dan risiko 

kerugian dalam kerjasama yang disepakati oleh petani biji jenitri dengan 

CV. Brawijaya Agung desa Soso kabupaten Blitar. 

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap 

perubahan akad dalam perjanjian kerjasama antara petani biji jenitri 

dengan CV. Brawijaya Agung desa Soso kabupaten Blitar 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak baik bagi penulis maupun pembaca. Manfaat penelitian ini 

adalah: 

1. Secara Teoritis 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmiah 

mengenai sistem bagi hasil yang sesuai dengan hukum islam, dan bisa 

menjadi sumber rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.  

2. Secara Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman bagi para pebisnis jenitri di desa Soso Kabupaten Blitar 

dalam melakukan kerjasama agar bisa terjalin perjanjian yang sah tidak 

merugikan salah satu pihak. 

 

E. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan 

dalam memahami judul skripsi yang penulis ajukan yaitu “Sistem Bagi 

Hasil Pada Perjanjian Kerjasama Antara Petani Biji Jenitri Dengan CV. 

Brawijaya Agung (Studi Kasus Desa Soso Kecamatan Gandusari 

Kabupaten Blitar)”, maka sangat penting bagi penulis untuk menjelaskan 

beberapa istilah yang berkenaan dengan judul diatas yaitu: 

1. Penegasan Konseptual 

a. Perubahan 

Perubahan secara umum merupakan keadaan yang berubah. 

Dalam penelitian ini perubahan yang dimaksud adalah perubahan 

suatu akad dalam perjanjian yang disepakati diawal kemudian 

oleh karena suatu keadaan menjadikan akad tersebut berubah. 

b. Bagi Hasil 
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Bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan 

seseorang. Bagi hasil juga dapat dikatakan sebagai pembagian 

keuntungan, dimana pembagian keuntungan ini harus jelas 

presentasinya antara pemilik modal dengan pengelola berdasarkan 

kesepakatan.13 

c. Perjanjian 

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab disebut dengan 

Mu’ahadah Ittifa’ atau akad. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia 

disebut dengan istilah kontrak, perjanjian, atau persetujuan yang 

artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih kerjasama 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa 

Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa 

orang dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan bersama.14 

d. Biji Jenitri 

Biji jenitri merupakan biji atau buah dari pohon jenitri yang 

berwarna biru keunguan berbentuk bulat dan keras, didalamnya 

terdapat biji berwarna coklat, sehingga biji tersebut harus diproses 

terlebih dahulu agar bisa mendapatkan biji berwarna coklat.  

e. CV. Brawijaya Agung 

 
13 Ariyadi Dan Masdian, Konsep Bagi Hasil Malan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum 

Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hal. 12 
14 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, hal. 22 
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CV merupakan persekutuan komanditer kepanjangan dari 

commanditaire vennootschap yang artinya adalah persekutuan 

yang didirikan oleh dua orang atau lebih.15 CV. Brawijaya Agung 

merupakan sebuah persekutuan komandier yang didirikan dan 

dikelola oleh suatu keluarga dalam bisnis jenitri.  

2. Penegasan Operasional  

Secara operasional dimaksudkan dengan judul “Sistem Bagi Hasil 

Pada Perjanjian Kerjasama Antara Petani Biji Jenitri Dengan CV. 

Brawijaya Agung (Studi Kasus Desa Soso Kecamatan Gandusari 

Kabupaten Blitar)” adalah penelitian ini mendiskripsikan tentang 

bagaimana sistem bagi hasil pada perjanjian kerjasama petani biji 

jenitri dengan CV. Brawijaya Agung desa Soso kabupaten Blitar, dan 

menganalisis pandangan hukum islam terhadap sistem bagi hasil 

dalam perjanjian kerjasama tersebut. 

 

F. SITEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan skripsi dimaksudkan untuk mempermudah 

pemahaman dan penulisan skripsi, sehingga peneliti memandang perlu 

mengemukakan sistematika penulisan skripsi. Adapun rencana sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini diuraikan menjadi tiga bagian, yaitu: 

 
15 Endah Saptini, Kewenangan Para Sekutu CV Dalam Memfidusiakan Peralatan 

Operasional Perusahaan, Jurnal Repertorium, Volume. II No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 162 

https://www.neliti.com/publications/213153/kewenangan-para-sekutu-cv-dalam-memfidusiakan-

peralatan-operasional-perusahaan diakses pada 18 Mei 2022 
 

https://www.neliti.com/publications/213153/kewenangan-para-sekutu-cv-dalam-memfidusiakan-peralatan-operasional-perusahaan
https://www.neliti.com/publications/213153/kewenangan-para-sekutu-cv-dalam-memfidusiakan-peralatan-operasional-perusahaan
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Bagian awal terdiri dari: halaman judul, haman pengajuan, halaman 

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, pedoman transliterasi, dan abstrak. 

Bagian utama yang terdiri dari 5 (lima) bab didalamnya, diantaranya: 

Bab I Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka yang terdiri dari: perjanjian dalam hukum islam, 

akad mudarabah, penelitian terdahulu. 

Bab III Metode Penelitian meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, 

kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 

Bab IV Paparan Hasil Penelitian yang terdiri dari: Paparan data dan 

temuan penelitian berupa gambaran umum tentang perubahaan akad pada 

perjanjian kerjasama antara petani biji jenitri dengan CV. Brawijaya Agung 

di desa Soso kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.  

Bab V Pembahasan, pada bab ini terdiri atas jawaban dari rumusan 

masalah, yakni praktik perjanjian kerjasama antara petani biji jenitri dengan 

CV. Brawijaya Agung di desa Soso kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, 

pengelolaan keuntungan dan risiko kerugian yang dilakukan dalam sistem 

bagi hasil antara petani biji jenitri dengan CV. Brawijaya Agung di desa 

Soso kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, tinjauan hukum islam 
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mengenai perjanjian kerjasama antara petani biji jenitri dengan CV. 

Brawijaya Agung di desa Soso kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. 

Bab VI Penutup, bagian ini merupakan bagian terakhir dari penelitian 

yang berupa kesimpulan yang diringkas dari semua pembahasan, serta 

beberapa saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih 

lanjut. 

Bagian akhir meliputi: daftar rujukan dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 


